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PERATI'RAII DAIRAN KOTA SI,'RABAYA

NOMOR ..... TAIIIJN 2016

TEIITANG

PEMANFAATAIT DAIT PEIIGGIJNAAI{ JALAI{

DENGAIT RAIIMAT TI,HA YANG !,IAHA ESA

SALII(OTA SI'RABAYA,

Merlmberg : a. bahwa dalam rangka leblh meninBkatkan pelayaran

kepada masyarakat terhadaP keselanatan'

keamanan, ketertiban dar kelacaran la-lu lintas dan

angkutan jalan di Kota Surabaya serta dalarl rairgka

menunjang keberhasilan pelaksanaarl keterrlban

terhadap Penggunaan jalan oleh masyalalat, maka

dilakukan pengatur-an tentang penggunaan ja.lan oleh

masyarakat;

bahwa sehubungan dengan Perkembangan peraturan

perundang-undangan di bidalg lalu lintas dan

penggunaan ja.lan akibat kegiatan masyarakat, maka

diperlrrkan adanya peninjauan terhadap Peraturan

Daerah Kota Suraba]'a Nomor lo Tahun 2o0o

tentang Ketentuan Penggunaan Jalar ;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dima-ksud dalam humf a dalr huruf b' periu

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penggunaan

Jalan.

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia TaIun 1945;

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang

Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan

Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan

Meagirgat

b.

c.

1.

2.



3.

4.

Daerah lstimerva Yos.akarta sebagaimana telah

diubai dengan Undang Undang Nomor 2 Tahun 1965

{tambaran Negara Taiun 1965 Nomor 19 Tambahan

kmbarar Negara Nomor 2730);

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan
(l,embaran Negar:a Tahun 2006 Nomor 86 Tambahan

Lembaran NeBara Nomor 4655);

Undang-Undalg Nomor 22 Tahun 2009 tenrang Lalu

Llntas dan AnBklitan Jalan (Lembaran Negara Talun
2009 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Nomor

435s|;

Undang Undang Nomor I Tahun 201I renrang

Perumahan dan Ka\\asan Permukiman flembaran
Ncgara Tahun 2Oil \onror 7 Iar:rbahan Le.nb.rriln

Negara Nomor 5188);

Undang-Undang Nomor l2 Tahun 20ll tenrang

Pembenlukan Peraluran Perundalgundangan

(Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan

Lembararl Negara Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentane

Pemerintahan Dae.ah {Lembaran Negara Tahun 2014

Nomor 244 Tambahar Lembaran Negara Nomor 5587)

sebagaimana telah diubah beberapa kaii rerakhrr

denBan Undarg Uitdang Nomor 9 Tahun 20l5
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 20l4 tenrang Pemerinraharr Daerah

(Lembaran Negara Tahun 20l5 Nomor 58 Tambahan

Lembaran llegara 
^l.mo. 

5579):

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1953 tentang

Penguasaan Tanah-Tanah Negara (Lembaran Negara

Tahun 1953 Nomor l14 Tambahan Lembaran Negara

Nomor 362);

7.

8.



g Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang

Pedoman Pemblnaan dan Pengantasan

Penyelenggaraan Pemerlniahan Daerah (Lembaran

Negara Tahun 2OO5 Nomor 165 Tambahan Lembaran

Negara Nomor 4593):

1O- Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang

Jalan (Lenbaran Negara Republik lndonesia Tahun

2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4655):

11. Peraturan Pemerintah Nornor 79 Tahun 20l3 tent''ng

Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan 'Jalan (Lembaran

Negara Repubhk Indonesia Tahun 2013 Nomor I93'

Iambahan Lembaran Negara Republik lndonesia

l:omor 5lbllili

I2- Pcraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 20I+ tent2ng

Pengelolaan Barang NIiirk Negara/Daerah (Lembaran

Negara Tahun 201+ Nomor 92 Tambahan Lembar'ln

Negara N-omoi 5533).

13. Peraturan Preslden Nomor 87 Tahun 2Ol:1 tentaig

Peraturan Pelaksanaan UndangUndang Nomor l2

Tahun 201I tentang Pembentukan Peraturan

Pe ru ndang_ Llndan San lLclrrba'al] \ugara Tahun -201'1

\omor I99l:

l:1. Pcraturan \lenterr Pckerjaan Umum Nomor

78/PP.Ti Nl/1005 lentang Leger Jah'r:;

15. Peraturan luenteri Dalam' Negeri Nonror 17 Tah-rn

2OO7 tentang Pe(loman Teknis Pengelolaan Barang

trl rlik Daerah:

I6. Peraturan \lenterl Pekerlaan Umum Norl_or

l1/PRT/Nt/2010 Lentang Tata Cara dan Perslaralan

Laik Fungsi 'l:ilan



17. Peraturan Menreri Pekedaan Umum Nomor

20 I PR I I M / 20 I O rentang Pedoman Pemanfaatan dan

Penggunaan Bagian bagian Jalan;

18. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor

20/PRT lMi2OlO tentan8 Pedoman Pemanfaatan dan

Penggunaan Bagian bagian Jalan,

19. Peraturan l\,lenteri Pekerjaan Umum Nomor

19/PRTlMl20ll tenrang Persrararan Teknis Jalan

dan Kriteria Perencanaan Teknis Jalan;

20. Peraruran I\'Ien!e Pekerjaan Umum Nornor

03/PRT ll\ll2Ol2 renrang Pedoman Penerapar Fungsr

Jalan dan Status.lalan:

21. Peraturan Nrenren Dalam Negeri Nomor 80 Tahun

2015 icr)tanS Prrlti),-n,riaan Pr,)(iuk II.,tk'.1.n Daaaah

(Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2O36);

22. Peraturan Daerah Pro\-insl JaNa Timur Nomor I
Tahun 20l4 renrang Penlelenggaraan Jalan

Berkeselamatan (Lerr,baran Daerah Provinsi .Jzrr.ra

Trmur Tahun 2OI-1 Nomor I Seri D Tambahan

Lembaran Daerah Prounsi Ja\ a Timur Nomor 371:

23 Peraturan Daerah Kota Surabava Nomor 8 Tahun

2OO8 tenrang Crganisasi Perangkar lfaerah
(Lembaran Daerah i\ota Suraba,a Tahun 2008 Nomor

8 Tam5ahan Lembaran Daerah Kora Surabava Norilor

8) sebagaimana relah diubah beberapa kali reralhir
dengan Peraturan Daerah Koia Surabala Nomor 20

Tahun 20l4 tentang Perubahan Kedua Aras

Peraturall Daer:rh Kora SurabaYa Nomor 8 Tahun

2008 tentang Organisasi Perangkar Daerah

(Lembaran Daerah Kora SurabaYa Tahun 20 l + Nomor

20 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabava

Nomor l8):



24. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun

2Ol2 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah

(Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2012 Nomor

14 Tambahart l,embaralr Daerah Kota Surabaya

Nomor 13);

25. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Taiun

2014 tentang Rencaria Taia Ruang Wilayah Kota

Surabaya 2ol4-2o34 (I,embaran Daerah Kota

Surabaya Tahur, 2014 Nomor 12 Tambahan

kmbaran Daerah Kota Sr.Eabaya Nomor lo);

DengaD Persetujuan BetseEre

DEWAN FERWAXILAN RAKYAT DAERAII I(OTA SURABAYA

DA}I

WALIKOTA SURABAYA'

MEMUTUSXAII :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TEITANG PEIIAIIFAATAI DAN

PENGGIJNAAN JALAX.

BAB I
XTTENTUA}| UI\trUM

Passl I

Dalarn Peraturan Daerah ini' yang dimaksud dengaJr :

L Daerai adalah Kota Surabaya.

2. Pemerintah Daerah adalai Pemerintah Kota Suraba!-a

3. Walikota adalah Walikota Surabaya.

4. Dinas adalai Dinas Perhubungan Kota Surabaya;

5- Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kota Surabaya'



6. Jalan adalah prasarana transportasi darat yarg meliputi segala

ba8ian jalan, termasuk bargunan pelengkap dan perlengkapannya

yang diperuntukkan bagi lalu lintas yang berada pada permukaan

tanah, di atas permuka.rn tanah, di bawah permukaan tanah

dan/atau air, serta di atas permukaan arr, kecuali jalan kereta api,

jalan lorr, jalan tol dan jalar kabel.

7. Jalan Umum adalah 1alan yang diperuntukkan bagi lalu lintas

umuE1.

8. Pen-yelenggara jalan adalah pihak yang melakukan pengaturan,

pembrnaan, pembangunan, dan pengas.asan Jalan sesuai dengan

kervenangaltnva.

9- Pen,velenggaraan jalan adalah kegiarem !ang melipuri pengaturan,

pembinaan, pembangunan. dan pengawasan.Jalan

10. P.manfnat.it1 jdidrl ada]dl, rjrndar agunoarr o:3ian-oagian jalal selain

peruiitukannva-

I t. Penggunaan Jalan adalal pendalagunaan bagiai-baglan jalan sesuai

der)gan peruntL.kann\,a

12. Bangunan dan janngan utilitas adalah ba;rgunart dan jaringan

pendul.ung utllitas )-ang rerleral di aras dan/arau dr bawah

permukaan tanah.

13. Penrrdik adalah pe.Jabar polisi negara RepubLk lndone$a aiau
pejabat pega$iai negeri siprl tertenru rang diberi \re\\enang khusus

oleh undang undang unruk melakukan penltdikan

1.1 Penridikal adalah serangkaian tindakan penlidik dalam hal dan

menurut cara yaag diatu. dalam L,.ndang-unda.g untuk mencaai

serta mengumpulkan bukti vang dengan bukri iru membuat terang

tentang tindak pidana l'ang terjadi dan guna menemukan

tersangkanva.

I5. Orang adalah orang perseorangan atau badan hukum.
16 Badan usaha adalah adalah kesatuan \uridis (hukum), teknis, dan

ekoncmis vang bertujuan mencari laba atau keuntungan.



{11

(2)

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud pengaturan pemanfaatan dan penggunaan jalan untuk

menJamin manfaat Jalart dan ruang milik jalan selain peruntukannva,

penggunaan ruang manfaat jalan ]-ang memerlukan perlakuan

khusus terhadap konstruksl jalai dan jembatan serta penggunaan

ruang pengarvasan JalaJl dapat dilaksanakan secara tertib'

TuJuan ditetapkann\'a peraturan daerah ini untuk pengamanan

hlngsi jalan. men;:rmin kelancaran dan keselamatan pengguna Jalan

dan keamanaa konsriuksr jalan

BAB III
RUANG LII{GKUKP

Pasal 3

Ruang l)ngkut, frene.aturan pemanfaaLan dan penegunaan jalan meliputi:

a. pemanlaat2rn ruang manfaat jalai dan ruallg mlllk jalan selain

pcruntukann]-a mehputi bangunan dan larrngan utiiitas' lklan' media

inlormasi, bangun-ban+lnan. dan banqunan gedung di dalam ruang

millk jalan;

b. penggunaan ruang manfaa! j:rlan ]ang mernerlukan perlakuan

khusus rerhadap konsrruksi jalar dan Jemb.rtan berupa muatan dan

kcn-laraan dengan dimensi- muatan sumbu terberat dan/atau beban

total melebihi standar: dan

c. Penggunaan ru.ing penga\r'asan jalan ].ang tidak mengganggu

kcselamatan pengguna Jalan dan keamanan konsrruksi Jalan'

BAB IV

PENYELENGGARAAN JALAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4



(1)

t2)

Walikota ber\\'enang mela-kukan penyelengBaraan jalan kota.

Penlelenggaraan jalan sebagaimana dimakksud pada a_var l1)

meliputi pengaturan, pembinaar, pembangunar, dan penga*asan

secara makro sesuai dengar kebUakan nasional.

Dalam penlelenggaraan jalan, Walikota dapat melimpairkan

keNenangan sebagaimana dimaksud pada arat (2) kepada perangkar

daerah l.ang memiirki rugas pokok dan fungsi di bida;rg

perhubungan.

Bagia[ Kedua

Bagian-bagian Jalan

Pasal 5

Ltalam r,remenuhi keamanan pengr-raaan jalan, maka $'alikora
Dai,\aiiai'< in..nr.iaokan L.i-:iai: b-ai-ii lalan sesuai dengan

pers\ aralan urnum darl oersvaraiai ieknrs_

Bagian bagran Jalan scbagatmana irmaksud pada ayat (l) meiipuri
ruang manfaat Jalan. ruang milik Jaian. dan ruang penga\\ asan ialan

Bagian Ketiga

Ruang Malfaat Jalan
pasal 6

Rt'ang manlaar lalan meliput! badan Jalan, saluran tcpi jalan, dan

ambang pan qaman n1a.

Ruang marfaat jalan sebagaimana drmaksud pada ayar (l)
mcrupakan ruang sepanjang jalar ,rang dibatasi oleh lebar, tinggi.

dan kedalaiman tertentu rang ditetapkan oleh penvelengara jalan.

Ruane manfaat jalan sebagatmana dimaksud pada avat {l) han_\.a

dlperuntukkan bagr meclian. perkerasan Jalan jalur pcmisah, ba})u
jalan. saluran tepi jalan. trotoar. lereng. ambang pengaman,

timbunan dan galian. gorong gorong. perlengkapan jalan, dan

bangunan pelengkap lainnr a

(3)

(r)

(2)

tl)

(l)

(3)



(r)

t2l

(3)

(4)

Baglal KeeEPAt

RuaDg M tt Jaler
Pasal 7

Ruang milik jalar terdiri dari ruang manfaat jalan dan sejalur tanah

tertentu di luar ruang manfaat jalan-

Ruang milik jalan sebagaimara dimaksud pada ayat (1) meruPakar

ruarg sepanjang jalan yang dibatasi oleh lebar, kedalaman' dan

tinggi tertentu.

Ruang mitik jalan diperuntukkan bagi ruang manfaat jalal'

pelebaran jalan, dan penambahan ja.lur lalu lintas di masa akan

datang serta kebutuhan ruangan untuk pengamanan jalan-

Sejalur tanah tertentu s€bagaimana dimaksud pada ayat (l) dapat

dimanfaatkan sebagai mang terbuka hijau yang berfungsi sebagai

lansekap jalan

Paral 8

Ruang milik jalan diberi tanda batas ruanB milik Ja-larl yang

ditetapkan oleh penlrelenSSara jalan.

Apabila terjadi galgguan dan hambatan terhadap fungsi ruang milik

jalan, penyelenggara ja.lan segera mengambil tinda-kan untuk

kepentingan pengguna jalan.

Bi,lang tanah nrang milik jalar sebagaimana dimaksud ayat (1)

dikuasai oleh pen-v-elenggara jalar dengan suatu hak tertentu sesuai

dengan peraturan perundang-undangan.

Baglan Keltma

Ruang Pengawasaa Jalaa

Pasel 9

RuanB pengawasan jalan merupakar ruang tertentu di luar manB

milik jalan yang penBgunaaln-Ya ada di bawah pengawasar

penyelenggara jalan.

(1)

(2)

(3)

(r)



(2) Ruang pengawas.rn jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (I)

diperuntukkan bagi pandangan bebas pengemudi dan pengamanan

konstruksi Jalan serta penBamaJrarr fungsi jalan-

(3) Ruang pengawasan ja.tan sebagaimana dimaksud pada ayat (l)

merupakan ruang sepanjarg ja.lan di luar mang milik jalan yarlg

dibatasi oleh lebar dan tinggi tertentu.

(4) Dalam hal ruang milik Ja]an tidak cukup luas, lebar ruang

penga\r-asaJr jalan sebagarmana dimaksud pada a]-'at (l) ditentukan

dari tepi badan jalan

BAI' VI

PEMAN FAAI'AI{ JALAN

BagiaE Kesatu

lzin
Pasal lO

(1) Seriap or.rng atau badan usaia yang akan mela-lrukan

pemanfaatai ruanE marrfaat jalan dan ruang milrk Jalan

selain peruntukann-la sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3

huruf a rvajib memperoleh izrn dari penyelenggara jalan.

(2) lzrn sebagaimana dimaksud pada ayat (l) diajukan secara

tertulls kepada penl elenggara jaJan.

(3) Permohonan izrn sebagarmana dimaksud pada a]'at lil
dapat dia1ukan olehperseorangan, kelornpok masyaral<at-

organrsasi, badan usaha, badan hukum, instansi pemerintah

pusat maupun pemerintah daerah.

(4) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada alat (1) harus

drlengkapi dengan perslaralan administrasi dan persvaratan

teknis

Pasal Il
(1) Persl.aratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal I I

alat (4) mencakup

a. surat permohonan;



(2)

b. surat pernyataan bertanggung lawab atas kervaliban

memellhara dan menjaga bangunan dan jaringan

utilitas/ iklan / media informasi//bangun ban gunar / bangunan

gedung untuk keselamatar umum dan menanggung segala

resiko atas segala akibat yang mungkin ditinbulkan dari

kerusakan )ang terjadi atas sarana atau prasaraoa vang

Clbangun / drpasang pada bagian-bagian jalan lang dimohon

Persraratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal I1 a'1at {4)

mencakup:

a. Iokasi.

b. rencana teknis; dan

r. 1.rd$al \r'aklu Pclaksa naan.

Pasal 12

Pemberl izin melakukan evaluasi dan peninjauan lapangan

setelai menerlma perrnohonSn yang 'nemenuhl perslaratan

sebagalmana dimaksud dalarr' Fasal 1l

Evaluasi da;r pentnlauan lapanga-1 scbagaliilana'lrIni:li5_:d

pada alat (l) dllakukan bersama dengan perangkat Caerah

r ang terkair.

Berdasarkan hasrl evaluasi dan peninjaLlan lap:Lngarl

sl'bagaimana dimaksud pada a)'at {2) Pejabat menerbrtkan

perseiujuan prinslp dalam Jangka $'aktu paling lama 5 llimel

harr ker.;a sejak diteiimanya permof-onan yang relah mcmenuhr

persraratan sebagalmana dimaksud pada a)'at (1)

Beidasarkan persetujuan prinsip sebagaimana dlmaksud

pada a]at (3) pemohon harus melengkapi persl aratan sebagai

a. rencana teknis rinci.

b. meLode pelaksanaan:

c Lzin Usaha, dalam hal pemohon adalah badan rlsaha'

d penzinan yang diteiapkan oleh pemerintah daerah; dan

c. jaminan pelaksanaan dan jaminan pemeliharaan berupa

jaminan bank serta polls asuransi kerugian pihak ketiga'

lIl

l2t

t3)

(4)



(5) Jaminan pelaksanaan, Jaminan pemeliharaan dan polis

asuransi kerugian pihak ketiga sebagarmana dimaksud pada

aYat (4) huruf e diterima dan disimpan oleh pemberi izin.

(6) Dalam Jangka \\aktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak

dilengkapinla seluruh persyaratan sebagarrnana dlmaksud

pada alat (5) oleh pemohon, pejabat menerbitkan izin untuk

Jaian.

(7) lzin ini akan digunakar sebagai rekomendasi teknis dalam

rangka pemanfaatan barang milik daerah sesuai ketentuan

peraturan Derundang undangan.

(8) Kctentuan lebih lanjut dan tara cara perslaralan dan

pencrbrtan izrn diatur dalam Pera'.uran \\'alikoLa.

Pasal 13

Dalan pclaksaaaan rz,n, pemegang lzin dil:,ralg me!akukan Lcgrrian rsano

Lr. keamanan dan keselamatan pengguna Jalan:

b. pandanqan bebas pengemudl dan konsenlrasl pcnqciiludl.

c. funqsi clan konstruksi Jalan serta bangunan pelengkapnl a; dan

d. lunesi rambu-rambu dan sarana pengatur lalu lintas lainnla.

Bagian Tiga

J€nis Pemanfaatan Ruang Milik Jalan

Pasal 14

ll) lzrn pemanfaatan Jalan untuk bangunan dan ,ianngan Lrtilitas har'-ls

memenuhi keLentuan ]'ang meliputi :

ii \ang berada di aLas atau di ba$ah lanah drlcmpntk.rn (lr [iar
bahu Jalan atau trotoar dengan jarak paling sedrkit I (satu)

metcr dari tepi luar bahu jalan atau trotoar; atau

o. dirlam hal tidak terdapat ruang di luar bahu Jillirx. Lrorl)ar- arau

jalur lalu lintas. bangunan dan jaringan utilit:rs scbagaimana

drmaksud pada huruf a dapat ditempatkzrn di sisi lerluar ruang

mihk jalan



c. Bargunan da! jaringan utilitas pada jaringan lalan di luar

kawasan perkotaan daPat ditempatkan di dalam ruang mihk

jalan Pada sisi terluar'

d. Bargunan darr jaringa-n utiutas daPat dipasang pada

stnrktur jembatan tanpa membahayakan konstruksi jembatan'

mengurangi ruang bebas dan keselamatan pengguna jalan'

e- Dalam hal balgunan dan ja.ringan utilitas dipasang di luar

konstruksi jembatan, bangunan dan jaringar utilitas tersebut

ditempatkan paling rendah I {satu) meter dari tepi paling luar

srukrur jembatar tanPa mengurangi ruang bebas'

f. Bangunan daIr janingan utilitas di barvah tanah harus

dileral<kan pada kedatamal paling sedrkii 1'5 (salrr koma

!rl!la! meter dai Permukaan jalan terendah pada daerah

galiair aia'it dari tanah dasar pada daerah timbunan'

g. Bangunan dan jalingan utilitas di atas tanah haius

iiietakkan paCa ketinggian pa.ling rendah 5 (lima) meter dari

permukaar jalaJl tertin ggi'

h. Permukaan tanalt pada linrasan bangunan dan j:lringan urrlitas

-\-ang ditempa:kan di bawah tarah harus diberi tanda yang

bersifat Permanen.

(2) Pemegang izin pemanfaatar Jalarl untuk untuk bangunan dan

jaringan utilitas wajib melakukan :

a. melaksanalan pengaturan lalu lintas selarna

pelaksanaan konstruksr bangunal dan jaringan utilitas agar

garlggua-n terhadap kelancaran lalu tintas sekecil mungkin;

b. menjaga, memelihara bangunan dan jaringan utilitas' dan

benanggung jalvab terhadap segala kerusalan lalan

yang disebabkan oleh bangunan dan jaringan utilitas

selama jangka waktu Perizinan; dan

c melakukan pembongkaran bangunan dan laringan utilitas jika

jangka uaktu izin telah berakhir'

(3) Jangka waktu perizinan bangunan dan jaringan utilltas ditetapkan

paling lama 1o (sepuiuh) tahui'r dai-r dapai diPelpar'jailB



(1)

Pasd l5
Izin pemanfaatan jalan untuk iklan dan media informasi hanrs

memenuli ketentuan yang melipud :

a. Bentuk iklan dan media informasi tidak boleh sarna arau

menyerupai rambu-rambu lalu lintas.

b. terbuat dari bahan yarg bersifat tahan lama atau tahan karat;

memenuhi pcrsyaratan umum ba}lan bangunal lndonesia; dan

c. rangka utaEa, harus berupa konsrruksi baja atau beton

yang meoenuhi persyaratzrn peraturaJr konstruksi Indonesia.

d. Penggunaan lampu harus memill<i intensitas calaya dan/atau

pantulan caiaya lampu tidak menyilaukan pengguna jalar;
e. bentuk humf atau simbol yang digunaj<an pada iklan dan

inedia informasi tidak boleh saJna atau menyempai bentLrk hurui
dai simbol rambu-rambu lalu lintas;

f. kombinasi warna yang digunakan pada iklal dan media lnformasi

tidak boleh sama atau menyerupa.r w'arna yajrg digunakan untuk
rambu-rambu la-lu lintas;

g. Konstruksi bangunan iklan dan media informasi harus

dirancang tidak membalayakan pengguna jalan dan tidak

membahayakan konstruksi dan barlgunaIr pelengkap jalan; dan

h. Konstruksi bangunan iklar dan media nformasi tidak boleh

berupa portal dan/atau jenis konstruksi lainnya yang melintang

di atas jalan, yang khusus dimaksudkan untuk iklan dan media

informasi.

Penempatan iklan dan media informasi dapat dileta-kan pada :

a. untuk ruang manfaat jalan diletatal,r di luar ba.hu jalan atau

trotoar dengan jarak paling rendah I (satu) nieter dari tepi paling

luar ba-hu ja.lan atau trotoar dengan ketinggian paling rendah 5
(lima) meter dari permukaan jalan tertinggi.;

b. dalam hal tidak terdapat ruang di luar bahu jatan, trotoar, atau

jalur lalu lintas, iklan dan media informasi sebagaimana

dimaksud pada huruf a dapat ditempatkan di sisi terluar

mang milik jalan;

c. di mang milik jalan ditempatkan pada sisi terluar.

t2l



d. struktur jembatar tanpa membahayakan konstruksi JembaLan

dan keselamatan Pengguna Jalan

{3) Setiap pemegang ini rvajib memenuhi ketentuan yang meliputr :

a. melaksanakan pengaturan lalu liirtas selama pelaksanaan

konstruksi iklan dan media informasi agar gangguan

terhadap kelancaran lalu Iintas sekecil mungkin;

b. menjaga, memelihara iklan dan medla informasi, dan bertangg'Jng

jarvab terhadap- segala kerusakan jalan !'ang disebabkan

oleh iklan dan media informasi selama jangka \taktu perrzinan;

dan

d. melakukan pembongkaran dan konsrruksi jalan drkembalikan

seperti semula Jika jangka !\aktl 'zi' telah berakhir'

l+l Jangka Naktu perizinan bangunan dan jarlngan utilfas dlteiapkan

palrng lama 5 (lima) tahutr dan dapat diPerpanjirtrg

Pasal 16

ll) Izrn pemanfaatan jalan untuk bangur" bangunan harus mcmenuhl

ke!entuan ) ang meliPuti

a. Bentuk bangun bangunan tidak boleh sama atau menJerllPal

rambu rambu lalu lintas;

b Bahan bangun bangunar ha-r-ls meilgi{unakan baian \ang

kuat, tahan lama, dan anti kara!'

c. Bangun-bargunan yang mengzunal<an lampu intensitas cahaYa

dan pantulan cahaya lampu iidak men\ilaukan pengglrna Jalan:

d. Be:ltuk hurut, simbol, dan \\'arna bangun'b^Dsunan ridak

boleh sama atau menyerupai bentuk huruf simbol dal.r \\iarna

rambu-rambu lalu lintas:

e. Konstruksi bangun bangunan tldak boleh membahalakan

pengguna Jalan dan konstruksi jalan;

f. Konstruksi bangun bangunar )- ang berupa portal darl/atau jenis

konsiruksi lainnya 1-ang melinrang di atas jalan harus

mempunyai laktor keamanan 1,5 (satu koma lima) let'ih tinggi

dari faktor keamanan standar.

(2) Pencmpatan bargun bangunan dapa'r dlletakan Pada :



a. di dalam nranB manfaat jalan di luar bahu jalan atau

trotoar dengan Jarak paling rendah 2 (dua) meter dari repi

palin8 luar bahu jalan atau trotoar;

b. di dalam ruang milik jalan pada sisi terluar; arau

c. di atas ruang malfaat jalan harus diletakken pada

ketinggian paling rendah 5 (li!na) meter dari permukaan jalan

tertinBgr.

(3) Setiap pemegang ini \\'ajib mernenuhi kerenruan Yang melpuri
c. melalsanakan pengaturan lalu lintas selama pelaksanaan

konslruksi iklan dan media inlormasi agar ganqguan

terhadap kclancaran lalu l;ntas sekecil mungkrn:

d. menjaga. memellhara lklan dJn media inforrnasi. (lan brflanggr:nq

Ja\\ab terhadap segala kerusakan Jalan \'anq dtsebabkan

oleh iklan dan rnedia inforntasi scl.rtra ].rnqki, s.rkrrr pr.rrzn.:r,

dan

e. melakukan pembongkaran dan konstruksr Jalan dikembalikan
seperti semula jika jangka \raktu izin relah berakhir.

(4) JangKa \saklu perrzinan bangunan dan jannqan util:ras dtLelapkan

paling lama lO (sepuluh) tahun dan dapar drperpanjang.

Pasal l7
{l) Ii,in p3manfaatan jalan unluk ba:lgunar Ecdutg Ci :u:rng rnrlrli l.rl r:l

\\'alr memperoleh izin dari penvelenqgara jalan sebagai pcrs\'ara:.tn

untuk memperoleh Izin IlendtrrkaJl Bailgunan.
(2) Bangunan gedung di ruang milik jalan sebagaimana drmaksud pacia

avat (l) meliputr

a bangunan varg melintas dl atas,uang manfaat Jalan;
b bangunan vang berada dr basah ru:1ng manf:r:rr jalan: cian

c. bangunan vang berada di permukaan tanah.
(3) Izin pemanfaatan Jalan untuk bangunan gedunB dr ruaDg nlillk Jalan

sebagaimana dimaksud pada a\at ll) harus n]cntenuhi ketentuan

]-ang meliputi :

a. Bangunan gedung harus menggunak:ur bahan ranq kuat, tahall
lama, dan anti karat,



(4)

b. Bangunan gedung yang menggunakan lampu intensitas caltaya

dan pantulan cahaya lamPu tidak menyilaukan pengguna jalan;

c. Konstruksi bargunan gedung yalg berupa portal dan/ atau

jenis konstruksi lainnya harus mempunyai faktor keamanan

1,5 (satu koma lima) lebih tinggi dari faktor keamanan standar;

d. Bargunan gedung h4rus berawal dan b€ra-khir di luar ruang

milik j"lan dengan jarax memenuhi ketentuan ruang

pengau'asan jalan;

e. BangunaJr gedung yang melintas di atas ruanB manfaat jalan

harus diletakkan Pada ketinggian Palin8 sedikit 5 (lima) meter

dari permukaan jalan terrin8gi;

f. Ban$-lnajr Eedung ,ang melinras di bawah ruang marfaat

ja.lan harus diletakkan pada kedalaman paling s€dikit 1'5 lsatu

koma lima) meter dari permukaan jalan tcrendah pada Caerair

gajian atau dari tanah dasar pada daerah timbunah;dan

g. Bangunan gedung yang berada di permukaan tanah harus

tidak mengganggu pengguna jalan dan konstruksi jalan-

Setiap pemegaig ini u'alb rnemenuhi ketentuan yang meliputi :

a. melaksana&an pengaturan lalLr irntas seiarna peiaksalraan

konstruksi agar gangguan terhadap kelancaran lalu lintas

sekecil mungkin;

b. menjaga, memelihara bangunan gedung, dan bertanggung jaivab

terhadap segala kerusakan ialan l'ang disebabkan oleh

bangunan selama jargka rvaktu perizinan; dan

c. melakukan pembongkaran bangunan gedung dikembalikan

seperti semula jika jangka u'aktu izin telah berakhir'

Jangka waktu perizinan bar,gunan dan jaringan utilitas ditetapkan

paling la-rna 15 (lima belas) tahun dar. dapat diperpanjang'

Baglan KeclDPat

DlspeDsasi

Pasal 18

(s)



(1) Setiap orang atau badan usaha yang ala_n melakukan
penggunaan ruang manfaat jalan yang memerlukan
perlakuan khusus terhadap konstruksi jalan dan jembatan

sebagaimana diraaksud dalam Pasal 3 huruf b rvajib

memperoleh dispensasi ruang manlaat jalar dari penyelenggara

jalan.

Permohonan disp€nsasi penggunaan ruaig manfaat Jalan
sebagaimana dirnaksud pada a).at (t) diajukan secara rertulis
oleh pemohon kepada penyelenggara jalan.

Perlakuan khusus rerhadap konslruksi jalan dan .jembaran
sebagaimana dlmaksud pada alar (l) meliputi perbaikan
a!inemen vertikal ci3rr hurizonral. peiebaran jalur lalu lintas,
peninggiai ruang bebas. pcningkatan kemampuan
slruktur jalan- penlnqka!an krrDarrtpuan srrukrur jrmb.rran.

dan pengaturan lalu lintas.

i4) Permohonan dispensasi sebagaimana dimaksud pada a\ar (l)
dapat diajukan oleh perseorangan, kelompok mas)-:rrakar,

orgarlisasl. badan usaha. badan hukum, instansi

(r)

pemeaintai pusat maupun pemerintah daerah

Permohonan dispensasi sebagaimana dimaksud pada avar

l2l harus dilengkapi dengan persl.aratan adminisrrasr dan
persyaratan teknis.

pasal 19

Persyaratan adminisrrasi sebagalmana dimaksud dalarn pasal lg
a) al (5) meliputi'

a. surat permohonan Iang berisi dara/identitas; dan
b surat pernvaraan kesanggupan unruk mclakukan perbaikan

alinemen vertikal dan horizontal, pelebaran jalur lalu lintas.
pentnggian rualg bebas, peningkatan kekuatan struktur
jalan, peningkaran kekuatan srrukrur jembaran, dan
pe.gaturan lalu lintas untuk keperluan penggunaan ruang
manfaat jalan \.aJlg mcmerlukan perlakuan khusus

t2t

(3)
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{2) Persyaratan teknis sebagaiIna!1a dlnaksud dalam Pasal I3 ?'3I {5)

meliPuti:

a rute;

b. Jenis muatan Yang diangkut;

c jumlah angkutan;

d berat dan dimensi angkutan;

e. rencana teknis: dan

t jad$al Naktu Pelaksanaan'

{l)

Pasal 20

Pcmberr dispensasi melakukan c[a]uasi dan peninlauan lapangan

set3lah permohona,l memenuhi perslarata.] sebagaimana drmaksud

dalam Pasal l8 alat (51.

Evaluasi dan pcnttrjauatr i.tl,al:q'rIl s'bag_rlI:ralr'r irrr:"i'srr!

pada at-at (ll drlatukan b.rsama dengan perangkat dael2Ih ]ang

terkart,

Berdasarkan hasrl evaluasi dan peninjauan l:rpangan

srb.r'3ai;i:rna dimaksu(l pada alat {2) Pelabat menelbitkan

persetlljuan prinsip dalam Jangka \!aktu pahng lama 5 lllrnal hari

kerja sejak diterimanJa pcrmohonan ]ang telah memenrrhi

pers\'aratan scbagaimana dlmaksud pada a)at (1)'

BerdasaJkan perseLtUtlan prinslp sebagaimalla Clnlakstrd paca

alat (3) pemohon harus melenqkapi pers\aratan seballai Leriktl'-:

a- iencana teknis rincl:

b- metode oclaksanaan:

c izrn Usaha. dalam hal pemohon adal.Lh bad3n trsah r: d'1n

d. jamrnan kJnstruksi dan Jaminan keruglan prhak ketiga

berupa J:imln:rn bairk atall laminan pcrusahaall asl.lr2lllsl va]]g

nilainl'a ditenrukan oleh penl elenggara lalan'

Sctelah diterima dan disetujr-rin1a seluruh Persvararan

sebagaimana drmaksud pada al.1t l+) drterbrtkan :-uraL pcrrntah

pelaksanaan konstruksi peninqkatan kemampuan ialan dan

jembatan.

12)

(3)

(4)

(s)



{6) Setelah dilakukan perkuatan Jalan dan jembatan. diadakan

pemeriksaan yang dituangkan dalam berita acara hasil

pemeriksaan pelaksanaan konstruksi peningkaran kemampuan

Jalan Jan Jembatan-

Penerbitai dispensasi oleh penl,elenggara ja.lan dilakukan setelah

diterbitkann]a berita acara sebagaimana dimaksud pada al-at

(6), 1'ang dituangkan dalan] p.mbcrian dipensas!

Penerbitan Cispensasi sebagaimana dimaksud pada alat (7)

dilakukan dalam Jangka $aktlr paling larr,a 5 (lima) hari kerja

scjak diteriman\a berira acara hasil pemeriksaan pelaksanaarr

konstruksi peningkatan kemampuan jalan dan .jembaran
sebagarrnana dinlaksud pada alar (;)

(9) Ketentuan Iebih lanjtrr dan iara cara pemberian dispcnsasi cliarur
P..atLrr.rn \\'rrlrkrrrrr

pasal 2l

ll) Penerrrl]:l dispensasi sebagaimana drmaksud dalam pasal 1g alar (I)
\\ alib melakukan ketenruan \ ang meliputi .

a Pembatasan dan keLentuan \ang melekat pada dispcnsasi: dan
D. llel;rliukan perbalkan dan pcngembalian seperll semula terhadap

konstruksi pcrbaikan alinemcn r errikal dan horisonral_

Delcbaran !alur lalu lin(as. peninggan nLrnq bebas_

penlngkatan kckuatan srruktur ya,an. Denlnqkaran kekuaian
strukrur jembaran setelah dispensasi berakhir, dan

(2) Dalam hal penenma dispensasi ridak melaksanakan
l:c',r'alrbar.nva sebagalmana dimaksud pada a\'at ( l). penrelenggara

Salan dapar nrelakrrk:rn penBenrbaliilrr kr:nstruksr laiarr cian jeIlbar:rrr
dengan biata menjadi ranggungJa\\.ab penerima clispensasi.

(7)

(8)



(U

t2t

Baglar KeliEa

RekoDeEdasl

Pg,s€'l22

Setiap perangkat daerah yang menerbitkaD lzin Penggunaan ruang

pengawasan jalan untuk mendirikan bangunan gedung dan ba-ngun

bangunan sebagaimana dima'ksud dalam Pasal 3 hurul c harus

memperoleh rekomendasi dari penyelenggara jalan sesuai dengan

kewenargannya.

Rekomendasi penyelenggara jalan atas penggunaan ruang

pengawasan jalan sebagaimana dimaksud Pada alrat {1) merupakan

pers).aratan penerbitan izin mendirikan bangunan di rualB

pengawasan jalan yang drkeluarkan oleh pejabat yang

ber\r'enang.

Permohonan rekomendasi diajukan secara tertulis oleh instansi

yang berwenang menerbitkan izin mendinkan bargunan kepada

penyelenggara jalan sesuai dengan kewenargannya-

Permohona-n rekomendasi sebagaimana dima-Iisud pada ayat (3)

harus dilengkapi dengan persyaratart teknis yang meliputi:

a. gambar situasi bangunan;

b. jenis peruntukan bangunan:

c. rencana jalan al<ses; dan

d. rencana sistem drainase.

Pasal 23

Setelah pemohon memenuhi persyaratan sebagaimana dima-ksud

dalam Pasa-l 22 ayat l3l penyelenggara jalan melakukan eva-luasi

dan peninjauan lapangan.

Hasil evaluasi dar peninjauan lapalgan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dijadrkan dasar penyelenggara jalan dalam

memberikan rekomendasi.

{3} Hasil evaluasi dan peninjauan lapangan sebagaimana

dimaksud pada ayat {2) diselesaikan dalam jangka rvaktu paling

{3}

(4)

(l)

l2l



(4)

iama 5 llima) hari keia sejak diterimanya permohonan yang telah

memenuhi persyaratar sebagarmana dimaksud pada ayat (1).

Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekuranB-

kurangnya memuat hal-hal sebagai berikut:
a. sempadan pagar:

b. sempadan bangunan;

c ketentuan .Jalan akses; ,lan

d. ketentuan mengenai srste:n drainase

Rekomendasi PenJ,-elenggara Jalan dilakukan dalam jangka
$ akiu pal:ng lama 5 {lima) hari kerla sejak diteriman}-a hasil
e!aluasi cian peninjauan laparrgan sebagaimarla dirnaksud ptrcla

-]a[ {3)

Rekomendasi penvelenggara Jalan sebagatmana dimaksud
oada .i\a- l:lr l:lepat orcluLlat iara q< 1 rerha.!ap i.rqiilte.n
tertentu vang dapat rr.engganggu panda gan bebas pengemudi
dan konslruksi Jalan, seperti kettnggian dan konstruksr
paqar. atau perintah melakukan perbuatarl tertentu guna
:nenjamin peruntukan ruarrg pengawasar jalan. sepertl perintah
ur-tuk menebang pohon atau menghilangkan benda,/bangunan

Iang mengganggu p.ndangan bebas pengemudi.

(71 Peoenma dispen sasi bertanggung ja\\ab atas segala
akibat ]ang mungkin dirimbull(an dari kerusakan \'ang terjadi
atas banguna-t atau prasarana vang drbangu:r/dipasang pada

ragian-bagian Jalan \ ang dimohon.

1r)

BAB IIII
PENGAWASAN DAN PENGENDATIAN

Pasal 24

\\'alikota ber\vena:1g melal<uI:an penga\\-asan terhadap pemanfaatan

dan pengunaart la.ar.
Dalam pelaksanaan penqa\\'asan terhadap konstruksl, penggalian,
pe:nasangan, dan pengembalian konstruksi jalan untuk bangunan
utilitas, iklar dan meclia informasi. bangun barlgunan serta

(s)

(6)

(2)



(3)

bangunan Bedung di dalam ruang milik jalan, walikota dapat

melimpahkan kePada Perangkat daerah 1-ang menjalankan urusan

perhubungan lang berkoordinasi dcngan perangkat daerah lang

menjalarlkan urusan pekerjaan umum

Pelal<sanaan pekerjaar perbatkan alinemen vertikal dan honsontal'

pelebaran jalur lalu lintas peninggian ruang bebas peningkatan

kemarr,puan strukrur jalan penlngkatan kemampuan :ilruktur

Jembatan. dan pengaturan lalu llntas sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 3 huruf b harus diarvasi olch petugas \ang ditun''uk

oleh pinl elenggara jalan

Hasll pelaksanaan pekerlaan sebagaimiina dimaksud pirda alar (2)

h:iRis dlpcriksa olch Lim pclncrLksa teknis Iang dlbenttlk oleh

pcn\ elcngqara jalan

i',:rlLl( r,g{.rr.' 1.,i,ur : eiakrrk.ut ir' Iro-a\'sa!r -!l'!s

a p. laksanaan pemelrharaan I)allS_rnan clan jar:nqa:l utihlas'

lklan dan medla informasl bangun'bangunan serta balgunan 'li
clalam ruang milik lalan scb.rgalmana dinraksud pa(l:l a\'rl i2l'

i. pcrl:embalgan lrenggllnaan lahi'n dl rttr'ng p(-n'l]1\'"2s"

1a la n.

Tata cara penga\\asal1 sebagaimana dlmaksud pada al'tt lil diatur

Irbih IanJut dengan Peraturan Walikota

BAB V-III

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 25

\\ahkota ber\\enang menerapkan 
-sanksi administrasi kepada orang

atau badan usaha l-ang melanggar ketenLuan Pasal lO a)at (1)' Pasal

ll alat (2). Pas:rl I5 a\at l3)- Pasal t6 alat (31' Pasal l7 arat l+l

Pasal I8 alat (1)dan/.ltau Pasal 21 a|at (ll

Sallksi admlnistrasr sebagaimana dimarksud padir alat lI) berupa:

:r Perr ngatan rertults.

b. Dendaadtninistrasi,

a Paksaan Pcmerin tnh.rn: dan'ataii

(l Pencabutan izin

{+)

i6l

(l)

lll



(1)

l2l

(3) Ketentuan lebih lanjut dan tata caJa pengenaan sanksi administratif

sebagaimana dima.l<sud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan

Peraturan Walikota.

BAB X

I(ETEI{TUAT{ PEITYIDIKAI|

Passl 26

Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilinBkungan Pemerintah Kota

diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan

penyidikan tindak pidana pelanggaran dala-rr Peraturan Daerai ini.

Penyidik sebaBaimara dimaksud pada ayat (l) adalah pejabat

pegawai negeri sipil tertentu dr lingkungal Pemerintai Kota yarg

diar.gkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengai-i ketentuar

peraturaII perunCang- undangan.

Wewenang penlidik sebagaimana dima-ksud pada a-'r,ar 1l) ada.lal:

a- menerima, mencari, menBumpulkan dar meneliti keterangal atau

laporar berkenaa-n dengan tinda-k pidana pelanggaran dalam

pemanfaatan jalar, agar keterangan atau laporan tersebut

menjadi lebih lengkap dar jelas;

b. meneliti, menca dan mengurrrpulkan keterangan mengenai orang

pribadi atau badan tentang kebenaJan perbuatan ]-an g dilakukan

sehubungan dcngan tindal< pidana pelanggaran dalam

pemanfaatart jalart;

c. meminta kctera-ngan dar bahaJl bukti dari oran8 pribadi atau

badan sehubunga. dcngan tindak piCana pelaiggarar dalae

pemanfaatar jalan;

d. memeriksa buku, catatan dal dokumen lain berkenaal dengart

Lindak pidana pelanggaJar da]arn pemanfaatan jalan;

e. melakukan penggeleda-han untuk mendapatkan bahan bukti

pembukuan, pencatatar dan dokumen lain serta melakukan

penlitaajr terhadap bahan bukti tersebut;

f. meminta bantuan tenaga alli dalam rangka pelalsanaan tugas

penyidikan tindak pidana pelanggaran dalam pemanfaatan jalan;

(3)



g- menl.lruh berhentl dan/atau melaraJl8 seseorang meninggalkan

ruaigan atau tempat pada saat pemeriksaarl sedang berlangsunB

dan memeriksa identitas orang, benda dan/ atau dokumen yang

dibawa;

h- memotret seseorang yang berkairan denBan tinda-k pidana

pelaiggaran dalam pemanfaatan jalar ;

memanggil orang untuk dldengar keterangannya dan dipenksa

sebagar tersangka a-tau saksi:

merrghentikan pen]'idikan; dan/ atau

melakukan tindakan lain 1'ang perlu untuk kelancaran

penyidikan rindak pidana Pelanggaran dalam pemaniaatan jalan

sesuai ketentuan peraturan Perundang-undangan'

l4) Penlidtk sebagaimana dimaksud pada al-al 1L) r'ilernberitahukan

drmulainr'a ptrlliclikall rlan ner:'alrPaikan hasii penvidikannYa

kepaca pen!'idlk Polisi Negara Repubitk lndonesia sesuai dengan

ketentuan )'ang diatur dalam Undang-Undang tlukum Acara Prcana-

)

k.

(1)

l2)

BAB X

KETEI{TUAN PIDANA

Pas^l27

Seriap oranB ]-.ang rr.elaliukan kegaran pemanfaatan jalan tanpa

mcmperoleh izln sebagaimana dimrksud dalam Pasal tO ayat (1)

Pasal I+ avat (2). Pasal 15 alat {3)' Pasal 16 avat (3, Pasal 17 ayat

{4), Pasal 18 a}'at (1) dan/atau Pasal 2l aiat {l) dipidana dengan

pidana kurungar paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda pahng

banlak Rp 50.0OO.OOO,0O (lima puluh juta ruPiahl'

Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada aval (t) adalah

pelaJIggaran

Tindak pidana sebagaimana dlmaksud pada alat {1) hanya dapat

drkenakan apabila sanksr adrinistralif yang I'ela} drja'uhk'n tidak

dipatuhi atau pelanggaran dilakukan lebih dari satu kali'

(3)



BAB XJ

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 28

Izin Pemanfaatan Jalan vang telah diterbitkan sebelum berlal<unva

Peraturan Daerah ini drnvatakan tetap Derlaku. dengan ketentuan setelah

masa berlaku lzin tcrscbut berakhir harus melakukan perpanjangan

sesuai dengan ketentuan Yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.

BAB XII
I(ETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Parla saat Pcraturirrl Dacrah inl mulai btriailr-t. maka Peraturan Daerah

KoLa SLrraba\'a Nomor 10 Tahun 2000 tentang Ketentuan Penqzunaan

,ialan (Lcmb:rran Dacrah Kota Surabala Tahun 2O0O Nomor IOIBI

(lrcabut dan clin\ atakan trdak berlaku

Pasal 30

Pcratui an Daerah inl orulai bcrlaku pada tanggal diundangkan.

j\gar setiap orang nlcn ge tah J in\-a. memcrlntahkan pengundangan

Peraturan Daerah rnr dengan penempatannla dalitin Lembaran Daerah

Kora Sur:rb.rla



Ditetapkan di SurabaYa

pada tanggal 2016

WALIKOTA SURABAYA'

ttd-

TRI RISMAIIARI NI

Diundangkan di . ... ...

Diundangkan dr Surabal a

pada llnsg.! l0l a

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,

ttd.

HENDRO GUNAWAN

LEMBARAN DAERAH KOTA SURABAYA TAIIUN 2016

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA NOMOR'

Salinan sesuai dengan aslin-r-a

KEPALA BAGIAN HUKUM,

rLd

Pembrna Tingkat I

NIP. 19691017 199303 2 006

IRA TURSII,OWATI. S.H.



II. Pcnjelasarr Palsl deEi Pasal

Pasal I :

CukuP lelas
Pasal 2 -

CukuP jelas

Pasal 3 :

CukuP jelas

Pasal 4

CukuP jelas

Pasal 5 :

Cukup jelas

Pasal 6

. CukuP jelas

Pasal 7

CukuP jelas

Pasal I :

CukuP jelas

Pasal 9

CukuP jelas

CukuP jelas

Pasal I I

CukuP jelas

Pasal 12 :

CukuP jelas

CukuP jelas

Pasal 14 :

CukuP jelas

Pasal 15 :

CukuP jclas

Pasal 16 :

CukuP jelas

Pasal 17 :

Cuk'.rP jelas

Pasal I8
CukuP iclas



Pasal i9 .

Cukup jelas

Cukup jelas

Pasat 2l a1'at (l)
Yang dimaksud dengan Pembatasan dan kerenruan )-ang melekat
pada dispensasi neliputi pembarasan terhadap rure, jumlah
angkutan dan rvaktu-

Pasal 22 :

Cukup jelas

Pasal 23 :

Cukup.1eias

Pasal 2.+ :

Cukilp reias

Pasal 25 :

Cukup jeias

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27 :

Cukup ielas

Pasal 28 :

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30 :

Cukup .1elas


